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Abstrak: Penelitian ini membahas pembentukan Republik Demokratik Rakyat Laos (RDR Laos) pada tahun 1975, yang
menandai transisi negara tersebut dari monarki konstitusional ke negara sosialis. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor utama yang berperan dalam peralihan kekuasaan tersebut, termasuk peran gerakan komunis
Pathet Lao, keterlibatan negara-negara asing seperti Vietnam Utara dan Amerika Serikat, serta dampak transisi ini terhadap
kondisi sosial politik Laos. Melalui metode kajian pustaka dan analisis sejarah, penelitian ini menunjukkan bahwa
kemenangan Pathet Lao didukung oleh kondisi geopolitik yang menguntungkan serta dukungan signifikan dari Vietnam
Utara. Temuan utama mengindikasikan bahwa perubahan ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan monarki, tetapi juga
membawa dampak besar terhadap stabilitas sosial, politik dan ekonomi Laos.

Kata Kunci: Republik Demokratik Rakyat Laos, Pathet Lao, Vietnam Utara, Perang Saudara Laos, Negara Sosialis.

Abstract : This research discusses the establishment of the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR) in 1975, marking
the country's transition from a constitutional monarchy to a socialist state. The study aims to analyze the key factors that
played a role in this power shift, including the role of the communist Pathet Lao movement, the involvement of foreign
nations such as North Vietnam and the United States, as well as the impact of this transition on Laos' socio-political
conditions. Through a literature review and historical analysis, the research shows that Pathet Lao's victory was supported
by favorable geopolitical conditions and significant backing from North Vietnam. The main findings indicate that this
change not only ended the monarchy but also had a profound effect on the social, political, and economic stability of Laos.

Keywords: Lao People's Democratic Republic, Pathet Lao, North Vietnam, Lao Civil War, Socialist State.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1975 menjadi salah satu
momen penting dalam sejarah Asia Tenggara
terutama Laos, karena berhasil
memproklamasikan  Republik =~ Demokratik
Rakyat Laos (LPDR), yang sebelum peristiwa
tersebut, Laos merupakan negara yang
berbentuk kerajaan konstitusional yang letaknya
di himpit oleh dua kekuatan besar, yaitu
Vietnam dan Thailand. Terbentuknya LPDR ini
tidak sekedar cerminan perubahan politik
domestik, melainkan juga penggambaran dalam
konteks yang lebih luas akan perubahan
geopolitik yaitu kawasan Indocina. Sejak abad
ke 19, wilayah Laos menjadi wilayah yang
diperebutkan, baik oleh Prancis selaku kekuatan
kolonial dan oleh aktor regional dan
internasional =~ selama  Perang  Indocina.
Pembentukan negara sosialis di Laos adalah
jawaban dari konflik yang berlangsung

lama, dan puncaknya pada kemenangan
kelompok komunis Pathet Lao.

Pada tahun 1953 satu tahun sebelum
kemerdekaan Laos, negara ini menjadi bagian
dari Indocina Prancis, selain Laos wilayah
Indocina juga mencakup Vietnam dan Kamboja.
Setelah kemerdekaannya, Laos berada pada
kondisi politik yang tidak stabil, karena terdapat
pengaruh dari negara-negara besar dalam
perang dingin, ketidakstabilan politik ini
diperburuk dengan kepentingan negara-negara
tersebut dalam melancarkan kepentingan
geopolitik di Asia Tenggara. Banyak negara di
kawasan Asia Tenggara pada masa itu berapa
pada situasi yang sama yaitu terjebak di antara
dua ideologi yang saat itu sedang bersaing
Amerika Serikat dengan Kapitalismenya dan
Uni Soviet dengan ideologi Komunismenya.
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Pada waktu yang bersamaan dengan
kalahnya Prancis pada perang Dien Bien Phu
oleh komunis Vietnam dan dilaksanakannya
konferensi perdamaian di Genewa tahun 1954,
akhirnya Laos memperoleh kemerdekaan
sepenuhnya dari Prancis. Meskipun secara resmi
Laos merdeka dari Prancis, tetapi pengaruh
kolonial tetap terasa melalui struktur politik dan
sosial yang ada. Prancis mempertahankan
kendali atas ekonomi dan sebagian besar
administrasi negara hingga pertengahan abad ke
20 (Stuart-Fox 2006). Selain itu, pengukuhan
kemerdekaan akan Prancis menjadikan wilayah
Laos sebagai titik konflik dalam perang dingin.
Kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni
Soviet, berperan penting dalam menentukan
arah politik Laos selama dekade-dekade
mendatang. Dengan kekuatan yang saling
bersaing tersebut, menjadikan kelompok
komunis-komunis lokal seperti Pathet Lao
mendapatkan momentum dalam upayanya
merebut kekuasaan di Laos.

Sejak tahun 1962, Laos mengalami
perang saudara yang berkepanjangan antara
pemerintahan kerajaan yang didukung oleh
Amerika Serikat dan kelompok komunis Pathet
Lao yang didukung oleh Vietnam Utara dan Uni
Soviet. Konflik yang berlangsung kurang lebih
selama satu dekade, dengan berbagai
pertempuran yang sering kali tidak selesai dan
keterlibatan aktor-aktor eksternal
mengakibatkan situasi politik Laos semakin
tidak stabil. Puncaknya pada tahun 1975 setelah
jatuhnya Saigon dan Phnom Penh ke tangan
Komunis, hal ini mempercepat proses jatuhnya
Laos ke tangan Pathet Lao yang secara bertahap
memperluas kekuasaan mereka ke seluruh
negeri (Baird, 2015). Selain itu, perang saudara
Laos menjadi bagian dari konflik yang lebih
besar di kawasan Indocina, di mana negara
cakupan seperti Vietham dan Kamboja sedang
berjuang dalam konflik perjuangan yang intens
antara blok Barat dan blok Timur. Dalam
konteks Laos, konflik ini berpusat pada
perebutan kekuasaan pemerintahan kerajaan
dengan Pathet Lao sebagai kekuatan oposisi
terhadap pemerintahan kerajaan. Walaupun
sebelumnya telah terjadi koalisi pemerintahan
pada tahun 1973 melalui perjanjian Vientiane
dengan maksud untuk menciptakan
keseimbangan kekuasaan, Pathet Lao akhirnya
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mampu mengambil alih kendali penuh setelah
runtuhnya pemerintahan koalisi pada tahun
1975 (Brown and Zasloff 1976).

Pathet Lao yang dipimpin oleh Pangeran
Souphanouvong dan Kaysone Phomvihane,
memainkan peran penting dalam menggerakkan
perubahan politik di Laos. Sebagai kelompok
komunis utama di Laos, Pathet Lao awalnya
bergerak dengan melakukan operasi bawah
tanah untuk melawan pemerintahan saat itu.
Namun dengan bantuan dari Vietnam Utara,
Pathet Lao secara bertahap memperkuat
posisinya dan pada tahun 1975 dengan jatuhnya
Vietnam Selatan dan Kamboja ke tangan

Komunis, Pathet Lao mempercepat
pengambilalihan kekuasaan di Laos (Thayer
2024).

Transisi politik di Laos tidak dapat
terpisahkan dari keterlibatan kekuatan regional
dan internasional. Selama perang dingin Laos
menjadi medan pertempuran proxy antara blok
Barat, yang dipimpin Amerika Serikat dengan
memberikan dukungan signifikan kepada
pemerintahan kerajaan Laos baik dalam bidang
militer dan ekonomi, tetapi keterlibatan ini
belum mampu mencegah kemenangan Pathet
Lao. Sebaliknya Uni Soviet memainkan peran
kunci dalam mendukung perjuangan Pathet Lao
melalui dukungan diplomatik dan material
(Mishra 2011). Vietnam Utara sebagai sekutu
utama Pathet Lao, juga memiliki kepentingan
strategis dalam mendukung kemenangan
komunis di Laos. Kemenangan Pathet Lao akan
memperkuat posisi Vietnam di kawasan
Indocina dan menciptakan jalur komunis dari
Vietnam Utara melalui Laos ke Kamboja, ini
memberikan keuntungan strategis bagi Vietnam
dalam persaingan mereka melawan blok Barat di
Asia Tenggara. Selain itu, dukungan Vietnam
juga membantu pertahanan Laos akan ancaman
eksternal dan menjaga stabilitas internal pasca
pengambilalihan kekuasaan oleh Pathet Lao.
Keterlibatan ~ negara-negara  ini  sangat
berpengaruh dalam mempercepat proses
perubahan politik di Laos (Fox 2012).

Dari pernyataan di atas, peneliti ingin
mengkaji beberapa permasalahan di antaranya;
1). Sejarah Laos sebelum 1975, 2). Peran Pathet
Lao dalam Peralihan Kekuasaan, 3). Keterlibatan
Negara Asing dalam Proses Peralihan dan 4).
Pembentukan Negara Sosialis dan Dampaknya
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terhadap Sosial Politik Ekonomi Laos. Sehingga
dalam penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran umum mengenai sejarah
Laos sebelum 1975, menjelaskan bagaimana
Pathet Lao, memainkan peran penting dalam
menggulingkan monarki Laos, menganalisis
peran negara-negara asing, dan melihat
bagaimana transisi Laos menjadi negara sosialis

berdampak pada negara.
Dalam menunjang penelitian ini, peneliti
menggunakan  sumber literatur  seperti

penelitian terdahulu yang relevan dengan
permasalahan yang diambil di antaranya; Laos
in 1975: People's Democratic Revolution -- Lao
Style, yang ditulis oleh Mac Alister Brown dan
Joseph ]. Zasloff dengan hasil penelitian
mengenai peristiwa penting yang terjadi di Laos
pada tahun 1975, saat Lao People's
Revolutionary Party (LPRP) mengambil alih
kekuasaan.

Penelitian selanjutnya dari Martin Stuart-
Fox dengan judul Countries at the Crossroads
2011: Laos, yang diketahui hasil penelitian
sebagai berikut, yaitu menunjukkan bahwa Lao
People's Revolutionary Party (LPRP) masih
mempertahankan kendali yang ketat atas
pemerintahan Laos.

Penelitian terakhir ditulis oleh M. Ridla
Imam Al-Haq, Kurnia Islami, Hendro Prasetiyo,
dan Aisyah Permata Erisnaeni, dengan judul
Sistem Politik dan Pemerintahan Republik
Demokratik Laos (Lao People’s Democratic
Republic) dengan hasil penelitian yaitu uraian
mengenai berbagai aspek penting terkait sistem
politik dan pemerintahan di Laos.

Metode

Pada Penulisan penelitian ini memuat
pendekatan kualitatif yang diikuti penggunaan
panduan metode penulisan sejarah yang terdiri
atas pengumpulan sumber, verifikasi sumber,
interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo 1995).
Tahap pertama, peneliti mencari dan
menggunakan sumber sekunder, seperti buku,
artikel ilmiah, atau studi pustaka yang
membahas mengenai Pembentukan Republik
Demokratik Rakyat Laos. Tahap kedua, setelah
pengumpulan sumber peneliti melakukan kritik
sumber internal. Tahap ketiga, peneliti
melakukan penafsiran atau mengkritisi kembali
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sumber atau data yang didapatkan. Terakhir,
peneliti melakukan penulisan sejarah.

Menurut Kuntowijoyo dalam melakukan
penyajian tulisan sejarah, perlu memuat hal-hal
di antarannya, pertama, pengantar memuat latar
belakang dan juga rumusan masalah penelitian.
Kedua, hasil penelitian yang di dapat melalui
proses interpretasi sumber yang relevan dengan
topik penelitian. Ketiga simpulan atas hasil
penelitian.

Hasil dan Pembahasan
Sejarah Laos sebelum 1975
1. Struktur Pemerintahan Tradisional di Laos
Struktur politik tradisional Laos berawal
dari sistem Meuang, yaitu semacam distrik yang
menjadi bagian sistem politik masyarakat Tai
(Lao, Thailand, dan Shan), yang setiap distrik
dipimpin oleh orang yang berasal dari keluarga
aristokrat yang dikenal dengan Chao Meuang.
Pemimpin ini dibantu oleh penasihat yang juga
berasal dari keluarga bangsawan. Kemudian
distirk-distrik ini bersatu membentuk sebuah
kerajaan besar dengan nama Meuang Lao,
dengan berjalanya waktu dikenal sebagai
kerajaan Lan Xang, yang berpusat di Luang
Prabang pada tahun 1353. Sistem Politik Lan
Xang Dbercirikan hierarki sosial, walaupun
terdapat hierarki dalam sistem
pemerintahannya hubungan antara keluarga
aristokrat dan masyarakat biasa terbilang baik.
Hal ini, dikarenakan masyarakat merasakan
keadilan dalam hukum dan bisa mencari
keadilan kepada pemerintah. Pemerintah
kerajaan juga terbuka kepada rakyatnya,
sehingga menciptakan rasa persatuan yang
didasarkan pada kesetiaan dan kepatuhan
terhadap negara. Keyakinan mereka kuat karena
adanya kepercayaan di antara keduanya dengan
rakyat yang percaya kepada kerajaan untuk
selalu menjaga dan melindungi mereka dari
serangan eksternal dan rakyat Dbersedia
membantu pemerintah baik secara militer dan
non militer ketika hal tersebut dibutuhkan.
Budaya politik ini juga dipengaruhi oleh
prinsip dari agama Buddha yaitu karma, yang
mengajarkan bahwa kedudukan seseorang
dalam kehidupan ini ditentukan dari perbuatan
mereka selama hidup. Prinsip ini yang
menjelaskan  mengapa masyarakat Laos
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cenderung menerima posisi sosial dan
pemimpin tanpa banyak perlawanan, yang
dapat lebih dimengerti dengan bahwasanya
takdir mereka sebagai aristokrat dan masyarakat
biasa tergantung dari hasil dan amal perbuatan
di kehidupan lamanya, sehingga yang perlu
dilakukan yaitu hidup dengan menerima secara
lapang dada.

Hubungan pemerintah kerajaan
terhadap distrik-distrik yang lebih kecil bersifat
otonom dan tidak otoriter, distrik-distrik
bergabung secara sukarela dengan kerajaan dan
pemerintah pusat bertanggung jawab untuk
melindungi mereka dari ancaman luar serta
menjaga ketertiban umum. Sebagai gantinya,
distrik-distrik memberikan upeti dan bantuan
militernya kepada pemerintah pusat, dan sekali
lagi hal ini tidak bersifat wajib, tetapi hubungan
timbal balik seperti ini yang akan menciptakan
hubungan yang kuat antara pemerintah pusat
dan para pengikutnya.

Prinsip yang baik di atas seperti
kesetiaan dan kepatuhan tidak semata-mata
membawa keuntungan tetapi juga bisa menjadi
penyebab ketidakstabilan terlebih jika konflik
terjadi secara internal. Hal ini terjadi kepada
kerajaan Lan Xang setelah wafatnya Raja

Surinyavongsa pada tahun 1694, terjadi
perebutan kekuasaan di antara para pewaris
takhtanya. = Tidak  adanya  kesepakatan

menyebabkan perpecahan mandala Lan Xang
menjadi tiga kerajaan kecil, yaitu Luang
Prabang, Viang Chan (Vientiane), dan
Champasak. Perpecahan ini juga menjadi konflik
politik di Laos.

2. Kolonialisme di Laos

Kolonialisme di Laos berawal pada tahun
1893, ketika Prancis berhasil memaksa Siam (kini
Thailand) untuk menyerahkan wilayah Laos di
bawah kekuasaannya. Laos, yang waktu itu
sebagian wilayahnya diduduki oleh Siam,
akhirnya jatuh ke tangan Prancis dan menjadi
bagian dari perebutan wilayah Asia Tenggara.
Pada saat itu, Laos merupakan kerajaan yang
terpisah, tetapi karena berbagai alasan politik
dan militer, wilayah itu menjadi bagian yang
dianggap milik Siam. Jatuhnya Laos ke tangan
Prancis menjadi penegasan mengenai kekuasaan
mereka di Asia Tenggara, terutama di wilayah
Indocina. perjanjian antara Prancis dan Siam

59

pada awalnya hanya penetapan batas wilayah
berdasarkan Sungai Mekong. Namun, batas ini
tidak selalu sesuai dengan batas distrik
tradisional yang dikenal dengan Meuang, yang
menyebabkan wilayah Laos tetap berada pada
kekuasaan Siam. Dengan berjalanya waktu,
Prancis dengan pengaruhnya melakukan
banyak perjanjian dengan Siam dan dukungan
dari Inggris sehingga memperluas wilayah
Prancis di Indocina termasuk Laos.

Prancis yang berhasil memperluas
wilayah kekuasaannya membentuk
pemerintahan kolonial yang diatur oleh pejabat
dengan nama Resident Superior, yang bertugas
dan bertanggung jawab akan administrasi
seluruh wilayah Laos. Resident Superior tidak
bekerja sendiri mereka dibantu oleh sebuah
badan penasihat yang dikenal dengan
Indigenous Consultative Assembly, yang
anggotanya berasal dari keluarga Aristokrat
Laos. Secara formal pemerintah Prancis
menguasai wilayah tersebut, tetapi Prancis juga
memerlukan bantuan dari elite lokal dalam
menjaga stabilitas dan legitimasi kekuasaan
mereka. Hal ini juga berdampak pada bidang
sosial di mana para Aristokrat mendapatkan
pembelajaran gaya barat dan banyak dari
mereka dikirim untuk belajar ke luar negeri
seperti Vietnam dan Prancis. Hal ini yang
nantinya akan menciptakan cikal bakal lahirnya
kelompok komunis utama Laos yaitu Pathet Lao.

Selama perang dunia II, Jepang
memperluas wilayahnya dengan menduduki
koloni Indocina Prancis, termasuk Laos, yang
termasuk dalam upayanya untuk memperluas
wilayah kekuasaan mereka di Asia Tenggara.
Jepang melakukan invasi pada September 1940,
dengan melakukan penyerangan terhadap
Indocina Prancis sebagai bagian dari strategi
mereka dalam memblokade Tiongkok dan
mencegah akses terhadap pasokan dari luar
negeri. Dengan kekuatan Jepang sebesar 34.000
tentara, Jepang berhasil mengalahkan garnisun
Prancis yang hanya terdiri dari 2000 tentara,
sehingga Jepang dengan cepat menguasai
wilayah tersebut. Pada Maret 1945, Jepang
melakukan kudeta terhadap pemerintahan
Prancis yang waktu itu dipimpin oleh Vichy
yang masih berkuasa di Indocina. Kudeta ini
dikenal dengan operasi Meigo Sakusen atau
operasi bulan purnama ini, Jepang mengganti
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semua perwira Prancis dan mengambil kontrol
penuh atas Laos dan wilayah lainnya. Pada
awalnya Jepang ingin membentuk
pemerintahan yang lebih bersahabat demi
menunjang kepentingan mereka, tetapi banyak
tentara Prancis melarikan diri ke Tiongkok, dan
secara penuh meninggalkan Laos di bawah

kontrol Jepang.

Semasa laos berada di bawah
pendudukan  Jepang, Laos  mengalami
perubahan  signifikan.  Jepang  berusaha
memanfaatkan sumber daya lokal dan

membentuk kekuatan lokal dengan mendukung
pemimpin-pemimpin tertentu di Laos. Kendati
demikian, kehadiran Jepang tidak bertahan
lama, setelah kekalahan mereka pada akhir
Perang Dunia II, pasukan Jepang menarik
mundur dari Indocina pada Agustus 1945.
Mundurnya Jepang ini membuka jalan bagi
pergerakan kemerdekaan Laos, tetapi hal ini
terhalang karena pada tahun 1946 Laos kembali
berada di bawah kendali Prancis dan
memberikan wilayah ini sistem pemerintahan
sendiri dalam Uni Prancis. Puncaknya pada
tahun 1954 bersamaan dengan kekalahan
Prancis terhadap Vietnam Utara dan
berlangsungnya konferensi Genewa, Laos secara
resmi memerdekakan diri sebagai negara
monarki konstitusional.

3. Perang Saudara Laos dan Akhir Monarki

Pada tahun 1954, setelah Laos
memerdekakan diri terhadap Prancis dan
menjadi negara monarki konstitusional, hal ini
tidak mengubah situasi politik saat itu yang
masih tidak stabil karena terjadi persaingan
antara kekuatan komunis dan non komunis yang
berujung pada perang saudara Laos.

Pada tahun 1962, Laos secara resmi
mengumumkan pernyataan akan netralitasnya,
tatapi pada kenyataannya bahwa baik Amerika
Serikat dan Vietnam Utara terus membangun
basis kekuatan di negara tersebut. Amerika
Serikat berupaya untuk mencegah penyebaran
komunisme di Asia Tenggara dengan
memberikan dukungan militer ke Kerajaan Laos,
sedangkan Pathet Lao yang didukung oleh
Vietnam Utara dan Uni Soviet mulai
memperkuat pengaruhnya di kawasan pedesaan
Laos. Konflik ini banyak memicu pertempuran
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antara kedua faksi, dengan Pathet Lao yang
berusaha untuk merebut pemerintahan.

Pada akhir 1960- an, Amerika Serikat
dalam upayanya untuk menghentikan infiltrasi
pasukan komunis dari Vietnam Utara, mereka
meningkatkan keterlibatan dengan melakukan
serangan udara besar-besaran ke Laos, hal ini
semakin memperkeruh konflik yang terjadi.
Operasi ini dikenal dengan perang rahasia
karena sedikitnya pengakuan publik mengenai
keterlibatan Amerika Serikat di Laos. Pada masa
ini, Laos menjadi salah satu negara yang paling
banyak dibom dalam sejarah, hal ini didasarkan
pada lebih banyak bom yang dijatuhkan
dibanding dengan jumlah bom yang digunakan
dalam perang dunia II, sehingga banyak dari
infrastruktur negara hancur dan banyak warga
sipil menjadi korban.

Situasi di Laos semakin dipengaruhi oleh
perjanjian Paris yang ditandatangani pada 27
Januari 1973, yang secara resmi mengakhiri
perang Vietnam. Walaupun perjanjian berfokus
pada Vietnam, dampaknya juga terasa hingga di
daratan Laos, di mana ketegangan dua faksi
yang  bertengkar  sebelumnya,  setelah
penandatanganan perjanjian Paris, dapat
terjalinnya gencatan senjata. Namun, hal ini
tidak menjawab kestabilan kondisi Laos. Pathet
Lao yang didukung oleh Vietnam Utara, terus
berusaha untuk memperkaya pengaruhnya dan
menggulingkan pemerintah Kerajaan Laos.
Selain itu, pemerintah yang dipimpin oleh
Souvanna Phouma berjuang untuk
mempertahankan kekuasaan mereka dengan
dukungan dari Amerika Serikat. Meskipun ada
harapan perdamaian setelah perjanjian, konflik
bersenjata Laos tidak mereda. Hal ini
membuktikan gencatan senjata yang dilakukan
kurang efektif untuk menghentikan
pertempuran dari kedua belah pihak yang terus
berjuang untuk mendapat kendali akan wilayah
Laos.

Puncaknya ketika Amerika Serikat
menarik pasukannya dari Vietnam sehingga
berkurangnya dukungan ke pemerintah Laos,
Pathet Lao yang di atas kertas semakin kuat
melancarkan serangan besar-besaran terhadap
posisi pemerintah. Pada tahun 1975, Pathet Lao
berhasil merebut ibu kota Vientiane dan
mengakhiri pemerintahan monarki tepatnya
pada tanggal 2 Desember 1975, Pathet Lao
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memproklamirkan berdirinya
Demokratik Rakyat Laos (LPDR).

Republik

Peran Pathet Lao dan Peralihan Kekuasaan

Pathet Lao sendiri berarti “rakyat Lao”
merupakan sebuah gerakan komunis yang
memainkan peran penting dalam perjuangan
kemerdekaan dan peralihan kekuasaan menjadi
negara sosialis.

1. Asal-usul Pathet Lao

Keterlibatan Prancis dalam kolonialisasi
di Laos tidak hanya menciptakan perubahan
politik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi
bangsawan Laos dalam menempuh pendidikan
Barat. Salah satu tokohnya yaitu Kaysone
Phomvihane, seorang anak dari kalangan
bangsawan yang berkuliah di Universitas Hanoi,
Vietnam. Masa itu, Vietnam berada pada kondisi
di bawah pengaruh partai komunis Indocina
(ICP) yang didirikan oleh Ho Chi Minh pada
tahun 1930. Organisasi ICP ini berpegang pada
ideologi Marxisme Leninisme, yang berfokus
pada perjuangan kelas proletar untuk melawan
kaum borjuis, dengan tujuan menggulingkan
rezim borjuis melalui revolusi.

ICP yang didasari pada ideologi
Marxisme Leninisme dan semangat revolusinya
mampu menghapus pengaruh kolonial Prancis
di Indocina, yang meliputi Laos, Vietnam, dan
Kamboja. Salah satu strateginya yaitu dengan
merekrut anggota dan mendirikan cabang partai
di berbagai wilayah di Indocina termasuk Laos.
Pada tahun 1936, ICP mendirikan committee for
Laos atau Lao Section, yang menandai awal
mula perkembangan ideologi komunis di Laos.

Perekrutan anggota ICP di Laos tidak
hanya berfokus pada rakyat biasa, melainkan
juga di kalangan elit dan keturunan bangsawan.
Dengan proses ini, dukungan akan ideologi
Marxisme Leninisme semakin menguat di Laos.
Para bangsawan yang mendapatkan pendidikan
di luar negeri seperti Kaysone Phomvihane,
menjadi pionir dalam penyebarang ide-ide
komunisme di kalangan masyarakat Laos.
Dalam proses penyebaran dan setelah keluarnya
jepang dari Laos pada tahun 1945, terjadi
perbedaan yang menimbulkan perpecahan di
kalangan elit dan keluarga kerajaan. sebagian
bangsawan, seperti Raja Savang Vattahana,
menerima kembalinya pengaruh Prancis di Laos,
di sisi lain, kalangan elit seperti, Pangeran
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Phetsarath, Souvanna Phouma, dan
Souphanouvong, menolak kembalinya
pengaruh Prancis atau intervensi asing di tanah
mereka.

Pangeran Souphanouvong, yang
merupakan keturunan kerajaan, menjadi tokoh
kunci dalam gerakan penolakan terhadap
pengaruh luar dan intervensi Prancis di Laos,
yang kemudian menjadikan dia sebagai
pemimpin dari organisasi Pathet Lao, sebuah
organisasi politik yang nantinya bertransformasi
menjadi Phak Pasason Lao (Partai Rakyat Laos)
atau dikenal dengan Lao People’s Revolutionary
Party (LPRP). Organisasi Pathet Lao berperan
penting dalam perlawanan melawan Prancis
dan Amerika Serikat, yang kemudian mengarah
pada kemerdekaan dan peralihan kekuasaan
dari negara monarki menjadi negara sosialis
Laos. Meskipun terdapat perpecahan di antara
para kalangan elit dan keluarga kerajaan, kedua
kubu ini masih mendapat dukungan dari
masyarakat Laos. Hal ini didorong dari prinsip
atau budaya politik tradisional Laos yang
menekankan akan kepercayaannya terhadap
karma dan nilai-nilai yang dijunjung oleh
keturunan bangsawan, yang pada akhirnya
memudahkan penyebaran ideologi Marxisme
Leninisme di Laos.

Keberadaan Pathet Lao tidak dapat
terpisahkan dari peran Partai Komunis Indocina
(ICP) didirikan oleh Ho Chi Minh. Pada tahun
1951, ICP memutuskan untuk membubarkan
diri dan membentuk tiga partai terpisah yang
digunakan untuk mewakili setiap negara di
Indocina, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Pada
tahun 1955, Lao People’s Party, yang merupakan
cikal bakal LPRP, secara resmi dibentuk dalam
kongres pertama partai. Satu tahun setelah itu,
tepatnya pada tahun 1956, LPP mendirikan The
Neo Lao Hak Xat (Lao Patriotic Front), yang
merupakan sebuah partai politik massa yang
bertindak sebagai wajah publik dari Pathet Lao,
meskipun Pathet Lao terlihat lebih dominan,
pada kenyataannya, LPP tetap menjadi peran
utama di balik layar, yang dibantu oleh Vietnam
Utara dalam bentuk panduan politik dan militer.

Vietnam Utara juga memainkan peran
penting dalam perkembangan organisasi Pathet
Lao, tidak hanya dalam penyediaan bimbingan
politik, melainkan juga memberikan penasehat
partai serta bantuan militer, dengan bimbingan
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yang disediakan oleh Vietnam Utara, Pathet Lao
mengimplementasi dengan membentuk struktur
partai dengan gaya Vietnam Utara, yang di
dalamnya termasuk organisasi massa, dan
sistem kerja. Terjalinnya dua kerja sama ini
membuat hubungan Pathet Lao sebagai
organisasi berkembang semakin meningkat
pengaruhnya di Laos. Selain itu, Vietnam Utara
dan Pathet Lao melakukan kerja sama juga
didasari pada kenyataan di mana mereka
memiliki musuh yang sama, yaitu Prancis dan
Amerika Serikat. Kesamaan musuh ini semakin

mempererat  hubungan  strategis  antara
keduanya, yang akhirnya memperkuat
perjuangan  bersama  dalam  melawan
imperialisme.

2. Strategi dan Peralihan Kekuasaan oleh
Pathet Lao

Pada antara tahun 1950-an hingga 1960-
an, Pathet Lao mulai beroperasi dalam ranah
internasional yang lebih luas, di mana mereka
dianggap sebagai “revolusioner pemula” di
bawah pengaruh Vietnam. Walaupun secara
umum organisasi Pathet Lao memiliki otonomi
terbatas, dalam proses pengembangannya
mereka berupaya membangun dukungan di
kalangan rakyat Laos melalui propaganda dan
mobilisasi massa. Strategi utama yang
digunakan oleh Pathet Lao adalah dengan
revolusi bersenjata, yang dianggap sevagai cara
sah untuk mencapai tujuan politik mereka.
Pandangan ini sejalan dengan prinsip - prinsip
Leninisme, di mana revolusi dipandang sebagai
alat untuk mencapai perubahan politik radikal.
Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat
dalam politik Laos semakin memicu radikalisasi
strategi Pathet Lao, yang mendorong mereka
untuk mengambil pendekatan yang lebih
agresif.

Pathet Lao juga mengadopsi strategi
diplomatik yang berusaha mencapai netralitas
politik di tingkat internasional. Sambil tetap
mempersiapkan diri dalam revolusi bersenjata.
Mereka mencoba menarik dukungan dari
berbagai negara, seperti Vietnam Utara, Uni
Soviet, dan Tiongkok, tanpa melibatkan diri
dalam konfrontasi langsung dengan kekuatan
besar seperti Amerika Serikat. Selain itu, Pathet
Lao juga membangun aliansi erat dengan Partai
Komunis Tiongkok dan Partai Buruh Vietnam,
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dengan aliansi ini didapatkannya dukungan
pada bidang politik dan militer, yang
memungkinkan Pathet Lao untuk memperkuat
kekuatan militernya dan mengorganisir pasukan
yang siap untuk merebut kekuasaan di Laos.

Pada tahun 1975, ketika Vietnam Selatan
jatuh ke tangan Vietnam Utara dan Kamboja ke
tangan Khmer Merah, situasi serupa terjadi di
Laos. Pathet Lao, yang semakin kuat secara
politik dan militer, berhasil merebut kekuasaan
dengan relatif sedikit perlawanan. Raja Savang
Vattahana, yang melihat kekuasaannya semakin
terancam, akhirnya menyerahkan kekuasaan
kepada Pathet Lao tanpa adanya pertempuran
yang masif.

Puncaknya pada tanggal 2 Desember
1975, Pathet Lao secara resmi mendirikan
Republik Demokratik Rakyat Lao, dan
mengakhiri lebih dari enam abad monarki di
Laos. Pengambilalihan ini terjadi setelah
negosiasi panjang, di mana Raja Savang
Vattahana sepakat untuk mudur dengan syarat
keluarganya tetap aman. Sayangnya, janji ini
tidak ditepati, dan raja beserta keluarganya
ditahan oleh pemerintah Pathet Lao, dan
akhirnya meninggal dalam tahanan beberapa
tahun kemudian.

Setelah berhasil merebut kekuasaan,
Pathet Lao, di bawah kepemimpinan Pangeran
Souphanouvong dan Kaysone Phomvihane,
mulai melakukan konsolidasi kekuasaan.
Mereka membentuk pemerintah komunis satu
partai yang bertahan hingga saat ini. Semua
bentuk oposisi politik dihapus, dan kontrol akan
negara berpusat di bawa Lao People’s
Revolutionaty Party (LPRP).

Pada tahun 1950-an hingga 1960-an,
Pathet Lao, dengan pengaruh Vietnam dan
prinsip Leninisme, mengembangkan strategi
revolusi bersenjata dan propaganda untuk
menggalang dukungan rakyat Laos dalam
mencapai perubahan politik radikal. Selain itu,
mereka  juga  mengadopsi  pendekatan
diplomatik yang mengutamakan netralitas
politik internasional sambil mengandalkan
dukungan militer dan politik dari Vietnam
Utara, Uni Soviet, dan Tiongkok. Pada 1975, di
tengah gejolak politik Asia Tenggara, Pathet Lao
merebut kekuasaan tanpa perlawanan besar dan
membubarkan monarki Laos, mengakhiri lebih
dari enam abad pemerintahan kerajaan. Tanggal
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2 Desember 1975, Pathet Lao mendirikan
Republik Demokratik Rakyat Lao,
menghapuskan oposisi politik dan membentuk
pemerintah komunis satu partai di bawah Lao
People’s Revolutionary Party (LPRP), yang
bertahan hingga kini.

Keterlibatan Negara Asing dalam Proses
Peralihan

Pada proses peralihan kekuasaan di Laos
keterlibatan negara asing sangat terlihat,
intervensi dari negara-negara asing, seperti
Vietnam Utara dan Amerika Serikat menjadi
saksi bisu dalam peralihan kekuasaan yang
awalnya berbentuk Monarki menjadi Negara
Sosialis.

1. Keterlibatan Vietnam Utara

Vietham Utara memainkan peran
penting dalam proses peralihan kekuasaan di
Laos pada tahun 1975, tidak hanya dalam bentuk
dukungan militer, melainkan juga dalam
pengembangan strategi politik dan ideologis
yang membantu posisi Pathet Lao sebagai
kelompok komunis di Laos. Adapun tujuan lain
dari keterlibatan Vietnam Utara di Laos yaitu
untuk menyebarkan komunisme di seluruh
Indocina.

Pasca perang dunia II, kawasan Indocina
(Vietnam, Laos, dan Kamboja) menjadi
panggung  pertempuran ideologi  antara
kekuatan anti komunis dan komunis. Pada
tahun 1954, setelah kemenangan Vietnam Utara
yang dipimpin oleh Ho Chi Minh terhadap
Prancis dalam pertempuran Dien Bien Phu, yang
menandai berakhirnya kolonialisme Prancis di
Indocina. Pada tahun yang sama dalam
kesepakatan Genewa, Vietnam dibagi menjadi
dua, yaitu utara di bawah komunis dan selatan
yang didukung oleh barat. Laos yang
wilayahnya berbatasan langsung dengan
Vietnam, menjadi tempat penting bagi Vietnam
Utara  untuk  menyebarkan  pengaruh
komunisnya ke seluruh kawasan. Vietnam Utara
memandang Laos sebagai sekutu strategis yang
sangat penting, baik secara geografis maupun
politik, dalam  perjuangannya melawan
kekuatan barat terutama Amerika Serikat. Laos,
yang secara resmi netral dalam konflik tersebut,
menjadi medan perang saudara yang melibatkan
Pathet Lao yang komunis dan pemerintahan
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kerajaan Laos yang di dukung oleh Amerika
Serikat. Vietnam Utara berusaha penuh dalam
perkembangan dan penguatan pengaruh Pathet
Lao yang menjadi bagian dari strategi Vietnam
Utara dalam menyatukan kawasan Indocina di
bawah pemerintahan komunis.

Dukungan Vietnam Utara kepada Pathet
Lao sangatlah komprehensif, termasuk dalam
bidang bantuan militer, seperti pelatihan gerilya,
serta dukungan logistik. Basis operasi Pathet Lao
sering kali terletak di wilayah perbatasan antara
Laos dan Vietnam Utara yang memungkinkan
Pathet Lao mampu melancarkan serangan secara
efektif terhadap pasukan kerajaan Laos, hal ini
terbilang efektif karena Vietnam Utara bisa
membuka jaringan jalur pasokan militer dan
rute logistik. Vietnam Utara juga menyediakan
pelatihan dan pendidikan militer bagi para
pejuang Pathet Lao, sehingga memperkuat
kemampuan mereka dalam pertempuran.

Salah satu komponen yang tidak dapat
terpisahkan mengenai keterlibatan Vietnam
Utara di Laos adalah Ho Chi Minh Trail. Jalur ini
merupakan jaringan jalan yang sangat strategis
karena mampu melintasi wilayah Laos yang
digunakan oleh Vietnam Utara untuk
mengirimkan pasokan militer ke Vietnam
Selatan. Karena secara tidak langsung wilayah
geografis Laos terletak di tengah rute ini.
Vietnam Utara juga memanfaatkan wilayah Laos
untuk memperkuat jalur suplai mereka,
sekaligus mendukung operasi militer Pathet
Lao. Ho Chi Minh Trail tidak hanya digunakan
untuk membawa senjata dan pasukan ke
Vietnam Selatan, melainkan juga, menjadi suplai
jalur suplai vital bagi Pathet Lao di Laos.
Penggunaan jalur ini memungkinkan Vietnam
Utara dalam mempertahankan tekanan militer
pada pemerintah Laos yang didukung Amerika
Serikat, sekaligus melancarkan operasi di
Vietnam Selatan. Karena vitalnya jalur ini, Laos
menjadi wilayah yang paling sering dibom oleh
Amerika Serikat selama perang, karena upaya
Amerika Serikat dalam memutus jalur suplai
Vietnam Utara.

Dampak keterlibatan Vietnam Utara
dalam peralihan kekuasaan di Laos sangat
signifikan terhadap stabilitas politik dan
struktur pemerintahan di Laos. Dengan
dukungan yang konsisten, baik dari segi militer,
politik, maupun ekonomi, Pathet Lao berhasil
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merebut kekuasaan oleh pemerintahan kerajaan
Laos yang didukung Amerika Serikat.
Keterlibatan Vietnam Utara juga memperdalam
keterkaitan politik dan ideologis antara Vietnam
dan Laos. Republik Demokratik Rakyat Laos
secara ideologis dan struktural sangat
dipengaruhi dengan model komunis Vietnam.

Poin 1: Dukungan Militer dan Ideologi dari
Vietnam Utara

Dukungan Komprehensif:  Vietnam
Utara memberi dukungan militer yang lengkap
untuk Pathet Lao, termasuk pelatihan gerilya
dan logistik. Dengan bantuan ini, Pathet Lao
berhasil memperkuat kemampuannya dalam
berperang melawan pemerintahan kerajaan Laos
yang didukung oleh Amerika Serikat.

Penyebaran Ideologi Komunis: Selain
bantuan militer, Vietnam Utara membantu
dalam strategi politik dan ideologis Pathet Lao.
Salah satu tujuan utama keterlibatan Vietnam
Utara adalah menyebarkan komunisme di
seluruh Indocina, menjadikan Laos sebagai
sekutu strategis.

Poin 2: Ho Chi Minh Trail sebagai Jalur Suplai
Utama

Jaringan Strategis: Ho Chi Minh Trail
adalah jalur suplai militer yang melintasi Laos,
memungkinkan ~ Vietnam  Utara  untuk
mengirimkan senjata dan pasukan ke Vietnam
Selatan. Jalur ini juga digunakan untuk
mendukung logistik dan operasi Pathet Lao di
Laos.

Dampak terhadap Konflik Laos:
Keberadaan jalur ini membuat Laos menjadi
pusat konflik, sering kali menjadi target
pemboman oleh Amerika Serikat yang berupaya
memutus suplai ini. Jalur ini memainkan peran
penting dalam keberhasilan strategi militer
Vietnam Utara dan Pathet Lao di Laos.

2. Keterlibatan Amerika Serikat

Keterlibatan Amerika Serikat di Laos
hingga 1975 adalah bagian dari strategi lebih
luas untuk menahan penyebaran komunisme di
Asia Tenggara selama Perang Dingin. Laos, yang
terletak strategis di antara Vietnam dan
Thailand, menjadi medan pertempuran
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ideologis antara kekuatan komunis dan non-
komunis. Kekhawatiran akan efek domino,
yakni jatuhnya negara-negara di Asia Tenggara
ke dalam pengaruh komunis, mendorong AS
untuk terlibat di Laos. Keterlibatan ini bertujuan
untuk mencegah Laos jatuh ke tangan komunis,
yang dapat memperkuat pengaruh Vietnam
Utara dan Pathet Lao.

Keterlibatan resmi AS dimulai pada
tahun 1955 melalui pembentukan United States
Operations Mission (USOM), yang memberikan
bantuan ekonomi dan militer kepada
pemerintah Laos. CIA segera memainkan peran
penting dalam mendukung Tentara Kerajaan
Laos (FAR) dalam pertempuran melawan Pathet
Lao, yang didukung oleh Vietnam Utara.
Melalui operasi rahasia, CIA mengarahkan
upaya untuk memperkuat pemerintah pro-AS di
Laos, melibatkan diri dalam pelatihan militer
dan pemberian bantuan logistik. Salah satu
komponen vital dari operasi rahasia AS di Laos
adalah Air America, maskapai penerbangan
milik CIA. Maskapai ini melakukan berbagai
misi penting, termasuk pengiriman pasokan,
evakuasi medis, dan dukungan logistik. Pada
puncaknya, Air America mengoperasikan
ratusan penerbangan setiap bulan untuk
mendukung tentara pro-AS dan masyarakat
Laos.  Meskipun  operasinya  bertujuan
mendukung usaha militer, Air America juga
terlibat dalam misi kemanusiaan, seperti
memberikan makanan dan bantuan ke daerah
terpencil.

Amerika Serikat juga melancarkan
kampanye pemboman besar-besaran terhadap
Jalur Ho Chi Minh, jalur suplai utama yang
digunakan Viet Cong untuk menyelundupkan
peralatan dan pasukan melalui Laos. Lebih dari
dua juta ton bom dijatuhkan di Laos antara 1964
dan 1973. Kampanye pemboman ini bertujuan
menghancurkan infrastruktur militer musuh,
tetapi dampak buruknya terhadap warga sipil
sangat besar, meninggalkan jejak kehancuran
luas di banyak wilayah Laos. Konflik di Laos
sering disebut sebagai "Perang Rahasia" karena
CIA menjalankan operasi paramiliter secara
tersembunyi tanpa pengakuan resmi dari
pemerintah AS. Ribuan tentara Hmong, yang
dipimpin oleh Jenderal Vang Pao, berperang
melawan Pathet Lao dengan dukungan
langsung dari CIA. Meskipun tidak ada pasukan
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tempur AS yang dikerahkan, keterlibatan CIA
sangat signifikan dalam pelatihan dan
penyediaan peralatan militer. Sementara itu, AS
juga  memberikan  dukungan  ekonomi
substansial untuk menjaga stabilitas politik
Laos.

Pada akhirnya, meskipun AS berupaya
besar-besaran mendukung pemerintah non-
komunis di Laos, Pathet Lao berhasil merebut
kekuasaan pada tahun 1975. Jatuhnya Vientiane
menandai berakhirnya keterlibatan langsung AS
di Laos dan transformasi negara tersebut
menjadi republik komunis. Warisan dari
keterlibatan AS di Laos masih terasa hingga kini,
dengan sisa-sisa bom tidak meledak yang terus
mengancam keselamatan warga sipil dan
dampak jangka panjang terhadap stabilitas
kawasan.

Dukungan Militer Tersembunyi:

Keterlibatan Amerika Serikat melalui CIA sangat
penting untuk mendukung Tentara Kerajaan
Laos dalam melawan Pathet Lao yang didukung
komunis. CIA memberikan bantuan pelatihan
dan logistik untuk memperkuat posisi anti-
komunis di Laos.
Peran Air America: Maskapai milik CIA, Air
America, beroperasi untuk mengirimkan suplai,
mengelola evakuasi medis, dan mendukung
misi logistik. Maskapai ini menjalankan ratusan
misi setiap bulan, mendukung tentara dan
warga pro-AS di daerah-daerah terpencil Laos.

Pemboman Jalur Ho Chi Minh: Untuk
memutus pasokan militer Vietnam Utara ke
Vietnam Selatan melalui Laos, AS meluncurkan
kampanye pemboman besar antara 1964 dan
1973, menjatuhkan lebih dari dua juta ton bom di
Laos. Ini menghancurkan banyak infrastruktur
musuh, namun berdampak buruk pada warga
sipil.

Pembentukan Negara Sosialis dan Dampaknya
terhadap Sosial Politik Ekonomi Laos
Pembentukan negara sosialis di Laos
pada tahun 1975 merupakan titik balik yang
signifikan dalam sejarah politik dan sosial
negara tersebut. Setelah  bertahun-tahun
mengalami konflik internal dan intervensi asing,
Pathet Lao, yang didukung oleh Vietnam Utara
dan Uni Soviet, berhasil mengalahkan
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pemerintahan monarki yang dipimpin oleh Raja
Savang Vatthana. Proses ini tidak hanya
mengubah sistem pemerintahan tetapi juga
berdampak besar pada struktur sosial, politik,
dan ekonomi Laos. Berikut adalah penjelasan
mengenai pembentukan negara sosialis dan

dampaknya terhadap sosial, politik, dan
ekonomi Laos.
1. Pembentukan  Negara  Sosialis  dan

Pemerintahan Sosialis

Laos, sebagai bekas koloni Prancis,
memperoleh kemerdekaan pada tahun 1954.
Namun, kemerdekaan ini tidak membawa
stabilitas yang diharapkan; sebaliknya, negara
ini terjebak dalam perang saudara antara
kekuatan royalist dan komunis. Pathet Lao,
sebagai sayap militer dari Partai Revolusioner
Rakyat Laos (LPRP), berjuang untuk
mendapatkan kekuasaan dengan dukungan dari
Vietnam Utara dan Uni Soviet. Ketegangan
geopolitik selama Perang Dingin memperburuk
situasi di Laos, menjadikannya sebagai medan
pertempuran bagi pengaruh komunis dan
kapitalis.Setelah bertahun-tahun konflik
bersenjata, Pathet Lao berhasil mengalahkan

pasukan royalist pada tahun 1975 dan
mendirikan Republik Demokratik Rakyat Laos
(RDR Laos).

Pembentukan  negara  sosialis  ini

menandai akhir dari monarki yang telah ada
selama berabad-abad. Proses transisi ini tidak
hanya melibatkan perubahan pemerintahan
tetapi juga upaya untuk membangun identitas
nasional baru yang berbasis pada ideologi
sosialis. Dalam konteks ini, pemerintah baru
menghadapi tantangan besar untuk menyatukan
berbagai kelompok etnis dan sosial di Laos, yang
memiliki sejarah panjang perpecahan dan
ketegangan. Dengan penghapusan monarki,
pemerintah baru berusaha untuk menciptakan
struktur sosial yang lebih egaliter melalui
kebijakan-kebijakan yang mendukung
redistribusi kekayaan dan kolektivisasi sumber
daya. Namun, tantangan utama muncul dari
resistensi masyarakat terhadap perubahan
radikal ini, terutama dari kelompok-kelompok
yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan
pemerintah baru. Oleh karena itu, meskipun ada
harapan untuk menciptakan masyarakat yang
lebih adil, realitasnya jauh lebih kompleks.
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Setelah pembentukan RDR Laos,
pemerintah baru mengimplementasikan
struktur pemerintahan yang sangat terpusat dan
otoriter. LPRP menjadi satu-satunya partai
politik yang sah, mengendalikan semua aspek
pemerintahan dan kehidupan politik. Dalam
sistem ini, keputusan-keputusan penting
diambil tanpa partisipasi publik atau konsultasi
dengan kelompok masyarakat lainnya. Semua
lembaga negara, termasuk militer dan
kepolisian, dikoordinasikan untuk mendukung
kebijakan partai. Kebijakan ini menyebabkan
ketidakpuasan di kalangan berbagai etnis dan
kelompok sosial yang merasa terpinggirkan.
Masyarakat Laos terdiri dari lebih dari 100
kelompok etnis berbeda, masing-masing dengan
bahasa, budaya, dan tradisi sendiri. Namun,
pemerintah sosialis cenderung lebih
memprioritaskan kelompok Lao-Tai sebagai
mayoritas, mengabaikan kebutuhan dan aspirasi
kelompok  minoritas lainnya. Hal ini
menciptakan ketegangan sosial yang mendalam
dan meningkatkan risiko konflik antar-
etnis.Dalam konteks pemerintahan sosialis ini,
Majelis Nasional berfungsi sebagai lembaga
legislatif unicameral dengan kekuasaan terbatas
dalam  membuat  undang-undang dan
mengawasi kinerja pemerintah. Meskipun ada
pemilihan umum untuk memilih anggota
Majelis Nasional, kandidat umumnya berasal
dari LPRP atau didukung oleh partai tersebut.
Dengan demikian, kontrol politik tetap berada di
tangan partai tunggal, membatasi ruang bagi
oposisi atau perbedaan pendapat.

Setelah konflik panjang antara pasukan
royalist dan komunis, Pathet Lao berhasil
merebut kekuasaan dari pemerintahan monarki
pada tahun 1975. Proklamasi Republik
Demokratik Rakyat Laos menandai berakhirnya
pemerintahan monarki yang telah berlangsung
selama berabad-abad di Laos.

Pemerintahan baru Laos diatur secara
terpusat di bawah kontrol ketat LPRP, yang
menjadi satu-satunya partai politik yang sah.
Sistem ini mengeliminasi partisipasi publik dan
mengabaikan aspirasi kelompok masyarakat
yang beragam, termasuk etnis minoritas.

2. Dampak Ekonomi Pasca Peralihan
Pemerintah sosialis menerapkan model
ekonomi terencana dengan tujuan untuk
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mencapai redistribusi kekayaan dan
penghapusan ketimpangan sosial. Program
kolektivisasi pertanian diperkenalkan untuk
menggantikan ladang pribadi dengan sawah
kolektif. Namun, tantangan besar muncul dalam
pelaksanaan program ini; banyak petani
mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan
sistem baru yang tidak sesuai dengan praktik
pertanian lokal mereka.Meskipun ada upaya
untuk meningkatkan produksi pangan melalui
kolektivisasi dan industrialisasi pertanian,
hasilnya seringkali tidak memuaskan. Banyak
petani merasa kehilangan hak atas tanah mereka
dan keberlangsungan hidup mereka terancam
oleh kebijakan baru tersebut. Selain itu, korupsi

dalam administrasi pemerintah  juga
menghambat  efektivitas  program-program
tersebut. Akibatnya, meskipun pemerintah

berusaha untuk menciptakan ekonomi yang
lebih egaliter, banyak orang tetap hidup dalam
kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Pada
tahun 1986, Laos mulai melaksanakan reformasi
ekonomi yang dikenal sebagai "Reformasi
Politik dan Ekonomi". Langkah ini bertujuan
untuk membuka pintu bagi investasi asing serta
liberalisasi pasar domestik sambil tetap
mempertahankan kontrol politik oleh LPRP.
Reformasi ini membawa perubahan signifikan
dalam cara ekonomi dijalankan; sektor swasta

mulai diperkenalkan kembali ke dalam
perekonomian setelah bertahun-tahun
pengabaian.

Reformasi ekonomi pada tahun 1986
merupakan langkah penting dalam sejarah
modern Laos; langkah ini bertujuan untuk
membuka pintu bagi investasi asing serta
liberalisasi pasar domestik sambil tetap
mempertahankan kontrol politik oleh LPRP.
Reformasi ini membawa perubahan signifikan
dalam cara ekonomi dijalankan; sektor swasta

mulai diperkenalkan kembali ke dalam
perekonomian setelah bertahun-tahun
pengabaian.Meskipun reformasi ini

memberikan kesempatan bagi pertumbuhan
sektor swasta dan peningkatan investasi asing,
tantangan tetap ada dalam hal implementasi
kebijakan  yang efektif serta menjaga
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
dan keadilan sosial. Banyak orang masih
merasakan dampak negatif dari kebijakan
sosialis sebelumnya; kesenjangan antara kaya
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dan miskin semakin melebar di tengah
pertumbuhan ekonomi yang pesat. Reformasi
juga menghadapi kritik terkait dampaknya
terhadap lingkungan; eksploitasi sumber daya
alam tanpa pengelolaan yang baik sering kali
menyebabkan kerusakan lingkungan serius
serta dampak negatif bagi komunitas lokal. Oleh
karena itu, meskipun reformasi ekonomi telah
membawa beberapa kemajuan positif bagi
perekonomian Laos secara keseluruhan,
tantangan besar tetap ada dalam menciptakan
pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

3. Dampak Sosial dan Konflik internal
Dampak dari kebijakan sosialis ini sangat
beragam. Di satu sisi, ada upaya untuk
meningkatkan pendidikan dan kesehatan
masyarakat; di sisi lain, represi politik yang ketat
menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan
rakyat. Pemerintah menganggap pendidikan
sebagai alat penting untuk menyebarkan
ideologi sosialis dan memperkuat loyalitas
terhadap negara. Meskipun ada peningkatan
akses pendidikan dasar di beberapa daerah,
kualitas pendidikan sering kali rendah karena
kurangnya sumber daya dan pelatihan
guru.Represi politik sangat kuat di Laos;
kebebasan berekspresi dibatasi secara ketat dan
kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai
tindakan subversif. Banyak individu ditangkap
atau dieksekusi tanpa proses hukum yang adil
karena dianggap mengancam stabilitas negara.
Media massa sepenuhnya dikontrol oleh
pemerintah untuk memastikan bahwa hanya
informasi yang sejalan dengan ideologi resmi
yang disebarluaskan kepada publik. Atmosfer
ketakutan ini membuat banyak orang enggan
untuk Dberbicara atau bertindak melawan
kebijakan pemerintah meskipun mereka merasa
dirugikan. Ketidakpuasan sosial terus meningkat
seiring berjalannya waktu; meskipun ada
beberapa kemajuan dalam bidang kesehatan
seperti program imunisasi massal dan
peningkatan akses air bersih, banyak orang
masih merasakan dampak negatif dari kebijakan
sosialis sebelumnya. Kesenjangan antara kaya
dan miskin semakin melebar di tengah
pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca-
reformasi ekonomi pada akhir dekade 1980-an.
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Konflik internal tetap menjadi tantangan
besar bagi pemerintah sosialis Laos setelah
pembentukan RDR Laos. Munculnya kelompok-
kelompok oposisi seperti Hmong yang menolak
kontrol pemerintah menyebabkan ketegangan di
pedalaman hutan-hutan Laos. Para veteran
perang Hmong sering kali melakukan serangan
guerrilla terhadap pasukan pemerintah sebagai
bentuk  perlawanan terhadap  kebijakan
kolektivisasi tanah dan represi
politik.Pemerintah merespons perlawanan ini
dengan tindakan keras; operasi militer
diluncurkan untuk memberantas gerakan-
gerakan oposisi tersebut. Namun, pendekatan
ini sering kali menyebabkan pelanggaran hak
asasi manusia yang serius dan memperburuk
hubungan antara pemerintah pusat dengan
komunitas-komunitas lokal yang merasa
terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan
tersebut.Konflik internal ini tidak hanya
berdampak pada stabilitas politik tetapi juga
mengganggu pembangunan ekonomi di daerah-
daerah tertentu. Ketegangan antar etnis sering
kali diperburuk oleh kurangnya perhatian
pemerintah  terhadap kebutuhan spesifik
komunitas-komunitas minoritas serta
pengabaian terhadap hak-hak mereka.

Pemerintah sosialis Laos menerapkan
kolektivisasi pertanian untuk menggantikan
ladang pribadi dengan sawah kolektif, dengan
tujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan
mengurangi  kesenjangan sosial. Namun,
kebijakan ini tidak sesuai dengan praktik
pertanian lokal, sehingga banyak petani
kesulitan = beradaptasi. = Mereka  merasa
kehilangan hak atas tanah yang sebelumnya
dimiliki secara pribadi.

Setelah pembentukan Republik
Demokratik  Rakyat Laos (RDR Laos),
pemerintah yang dikuasai oleh Lao People’s
Revolutionary Party (LPRP)
mengimplementasikan ~ pembatasan  ketat
terhadap kebebasan berekspresi. Kritik terhadap
pemerintah  dianggap  sebagai tindakan
subversif, dan banyak individu ditangkap tanpa
proses hukum yang adil. Media massa dikontrol
penuh oleh pemerintah untuk memastikan
hanya ideologi resmi yang disebarkan.
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KESIMPULAN

Pembentukan Republik Demokratik
Rakyat Laos pada tahun 1975 merupakan
hasil dari proses panjang konflik internal
dan keterlibatan eksternal. Pathet Lao,
sebagai kekuatan komunis utama, berhasil
menggulingkan monarki Laos dengan
dukungan kuat dari Vietnam Utara.
Kemenangan ini terjadi setelah perang
saudara yang berlangsung selama lebih dari
satu dekade, yang memperlihatkan
keterlibatan berbagai negara besar seperti
Amerika Serikat, yang berusaha menahan
penyebaran komunisme di Asia Tenggara.
Faktor-faktor utama dalam peralihan ini
meliputi strategi militer dan politik Pathet
Lao, keterlibatan signifikan Vietnam Utara
dalam menyediakan dukungan militer dan
logistik, serta peran Jalur Ho Chi Minh
sebagai rute penting yang memungkinkan
penyebaran pasokan militer. Keterlibatan
Amerika Serikat, meskipun ekstensif, tidak

berhasil =~ menghentikan  kemenangan
komunis, dan penarikan dukungan AS dari
kawasan ini mempercepat kejatuhan

monarki Laos.

Perubahan Transisi Laos menjadi
negara sosialis membawa perubahan besar
dalam struktur pemerintahan, ekonomi, dan
kehidupan sosial politik negara tersebut.
Pemerintah baru yang dipimpin oleh Lao
People's Revolutionary Party (LPRP)
mengimplementasikan sistem
pemerintahan satu partai dan kebijakan
ekonomi terencana. Meskipun ada upaya
untuk menciptakan kesetaraan sosial
melalui kolektivisasi pertanian, banyak
kebijakan yang justru menciptakan
ketidakpuasan dan perlawanan di kalangan
masyarakat, terutama dari kelompok etnis
minoritas. Dalam jangka panjang, reformasi
ekonomi pada tahun 1986 yang membuka
Laos terhadap investasi asing dan
liberalisasi pasar telah membawa kemajuan
ekonomi, tetapi kesenjangan sosial masih
menjadi tantangan utama. Keterlibatan
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asing, terutama Vietnam, tetap kuat dalam
pengembangan kebijakan domestik Laos.
Penelitian ini memberikan kontribusi
penting dalam memahami dampak sosial
politik dari transisi menuju negara sosialis
di Laos dan implikasinya bagi stabilitas
kawasan Asia Tenggara.

Pembentukan Republik Demokratik
Rakyat Laos pada 1975 menandai akhir
monarki dan berdirinya negara sosialis di
Laos, hasil dari konflik internal panjang
yang didukung kuat oleh Vietnam Utara.
Meskipun ~Amerika Serikat berusaha
menahan penyebaran komunisme, upaya
tersebut gagal, dan penarikan dukungan AS
mempercepat kejatuhan monarki.
Pemerintahan baru di bawah Lao People’s
Revolutionary Party (LPRP) menerapkan
sistem satu partai dan kolektivisasi
ekonomi, namun kebijakan ini memicu
ketidakpuasan, terutama dari kelompok
etnis minoritas. Reformasi ekonomi 1986
membawa perubahan dengan membuka
investasi asing, meski kesenjangan sosial
tetap menjadi tantangan utama.
Keterlibatan asing, terutama dari Vietnam,
masih berperan dalam kebijakan domestik
Laos, dengan implikasi yang signifikan bagi
stabilitas di Asia Tenggara.
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